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ABSTRAK: -

CATATAN :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur kembali mengenai pelaksanaan hak
keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Banda Aceh. Berdasarkan Pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kota
Banda Aceh tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No.8 (Drt) Tahun 1956; UU
No.44 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan,Tunjangan
Kesejahteraan,dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK, Belanja
Penunjang Kegiatan DPRK, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota DPRK, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,31 Juli 2017

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih
lanjut akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Penjelasan : 8 him



